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ABSTRAK  
Artikel ini merupakan artikel konseptual yang membahas tentang fenomena staycation atau liburan di tempat 

yang sama antara bos dan karyawan yang sedang viral di media sosial. Praktik ini sejatinya dapat menyebabkan 

pelecehan seksual pada karyawan wanita sekaligus menegaskan terdapat dominasi kaum pria atas kaum pekerja 

wanita. Selain itu, banyak saat ini banyak korban staycation yang enggan melaporkan kejadian tersebut karena 

kurangnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan negara terhadap warga negara. Penulis dalaam artikel ini akan 

membahas faktor-faktor yang menyebabkan keengganan korban untuk melaporkan pelecehan, seperti ketidakadilan 

gender dan pengaruh kekuasaan dalam hubungan pekerjaan. Sebagai solusi, diperlukan peran aktif pemerintah dan 

perusahaan untuk menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak karyawan, terutama perempuan. Selain itu, 

dibutuhkan juga peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak pekerja dan perlindungan diri dari pelecehan 

seksual di tempat kerja. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hak-Hak Karyawa; Pekerja Wanita; Staycation 

 

ABSTRACT 
This is a conceptual article discussing the phenomenon of staycations, or vacations taken in the same location 

as one's workplace, between bosses and female employees that has gone viral on social media. This practice can 

potentially lead to sexual harassment of female employees and reaffirms the domination of men over women in the 

workplace. Furthermore, many staycation victims are reluctant to report incidents due to a lack of trust in the state's 

protection system for its citizens. In this article, the author will discuss factors that contribute to victims' reluctance 

to report such harassment, such as gender inequality and power imbalances in work relationships. As a solution, an 

active role is needed from the government and companies to ensure the safety and protection of employee rights, 

especially for women. In addition, there is a need for increased awareness and education about workers' rights and 

self-protection against sexual harassment in the workplace. 

  

Keywords: Protection of Employee Rights; Women Workers; Staycation. 

 

PENDAHULUAN  

 
Pada periode April-Mei 2023, Indonesia dihebohkan dengan isu viral di media sosial tentang adanya syarat 

perpanjangan kontrak kerja yang mengharuskan seorang Karyawati "tidur bersama bos" atau sering dikenal di 

Indonesia dengan istilah staycation. Staycation sendiri secara akademis dapat diartikan sebagai kegiatan liburan atau 

rekreasi di mana seseorang atau kelompok memilih untuk tinggal atau menginap di tempat yang terletak dekat 

dengan tempat tinggal mereka, bukan bepergian jauh ke tempat wisata yang jauh.  

Istilah staycation merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "stay" yang berarti tinggal dan "vacation" yang 

berarti liburan. Staycation dapat menjadi alternatif untuk mengurangi biaya liburan, menghindari kerumunan di 

tempat-tempat wisata populer, serta memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi tempat-tempat menarik yang 

terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggal seseorang.(Misra et al. 2022) Staycation juga dapat memberikan waktu 

bagi individu untuk beristirahat, bersantai dan mengisi ulang energi tanpa harus merencanakan perjalanan yang 

memakan waktu dan tenaga yang banyak.(Moon and Chan 2022) 

Istilah ini mulai ramai di perbincangkan terutama Ketika banyak masyarakat di dunia maya mulai 

mengemukakan cerita dan pendapatnya, tentang persyaratan khusus untuk mendapatkan kontrak kerja baru dengan 

cara melakukan staycation, (berlibur bersama bos/majikan dalam hotel yang dekat dengan perusahaan).  

Aturan tentang staycation memang tidak baku tertulis secara eksplisit didalam kontrak kerja maupun 

peraturan perusahaan, namun demikian praktek tersebut ada, dan dialami oleh sebagian karyawati khusus nya mereka 

yang bekerja di daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu korban yang mau untuk tampil dan bersuara menolak praktik 
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ini adalah Alfi Damayanti Karyawan Cikarang. Dimana Dia berani membuat laporan kepolisian dan kepada pihak 

terkait terhadap Bos-nya yang mensyaratkan melakukan staycation demi mendapat kontrak kerja.(Rika Amanda 

2023). Menanggapi isu viral ini, Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian telah melakukan 

investigasi, dalam keterangan nya lembaga negara tersebut meminta kepada masyarakat yang menjadi korban agar 

mau untuk membuat laporan/pengaduan. 

Jika dianalisis dari sisi gender, praktik ini dapat dipahami sebagai suatu praktik dominasi kaum pria terhadap 

karyawan Wanita, Pria yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat dengan mudah mendominasi,(Rendanody 2019) 

salah satunya dengan mengajak staycation terhadap wanita sebagai syarat perpanjangan kontrak baru, praktik ini 

merupakan bentuk pelecehan seksual dan menyalahgunakan posisi hierarkis dalam lingkungan kerja. Staycation 

yang seharusnya menjadi kegiatan rekreasi dan liburan menjadi bahan tawar-menawar dalam hal perpanjangan 

kontrak kerja, mengindikasikan adanya pemaksaan dan tekanan pada karyawan wanita yang secara tidak langsung 

dapat mengancam stabilitas pekerjaan mereka. 

Hal ini merupakan bentuk diskriminasi gender dan menunjukkan bahwa kaum pria lebih diuntungkan dalam 

lingkungan kerja, sedangkan karyawan wanita menjadi korban yang rentan dan terpinggirkan. Karyawan wanita 

seharusnya memiliki hak yang sama dalam lingkungan kerja tanpa adanya tekanan atau diskriminasi berdasarkan 

jenis kelamin. (Mahmudah 2019) 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mencoba membahas mengenai isu 

fenomena staycation dengan terbatas pada pertanyaan penelitian yang akan dikaji yaitu: 

1. Apakah staycation merupakan pelecehan bagi kaum wanita 

2. Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena staycation? 

3. Mengapa fenomena staycation sulit diungkap? 

 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Menjelaskan apakah staycation merupakan pelecehan bagi kaum wanita 

2. Mengetahui penyebab terjadinya fenomena staycation? 

3. Menjelaskan kenapa fenomena staycation sulit diungkap? 

 

METODE PENELITIAN 

 
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji literatur, buku, 

dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan dilakukan analisis dengan studi kepustakaan melalui 

penelusuran bahan hukum yang relevan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan bahan hukum tersebut 

sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Staycation dan Pelecehan Bagi Kaum Wanita 

Pelecehan seksual di tempat kerja adalah tindakan yang tidak diinginkan, tidak pantas, dan tidak diundang 

yang berkaitan dengan seksualitas seseorang yang mempengaruhi kesejahteraan kerja. Bentuk-bentuk pelecehan 

seksual yang umum terjadi di tempat kerja antara lain komentar atau lelucon seksual yang tidak pantas, kontak fisik 

yang tidak diinginkan, pengintaian, pemaksaan hubungan seksual, dan lain sebagainya.(Aleng 2020) 

Menurut L. Fitzgerald, S. M. Shullman, K. L. Bailey, B. T. Richards, A. C. Swecker, dan K. L. Gold, dalam 

artikelnya yang berjudul "The incidence and dimensions of sexual harassment in academia and the workplace" yang 

diterbitkan pada tahun 1988, mereka menemukan bahwa pelecehan seksual terjadi di berbagai jenis pekerjaan dan 

industri. Mereka juga menemukan bahwa pelecehan seksual dapat mengganggu produktivitas kerja dan 

kesejahteraan psikologis para karyawan.(Fitzgerald et al. 1988) 

Staycation oleh bos atas karyawan wanita merupakan bentuk pelecehan yang tidak dapat diterima dalam 

konteks profesional. Hal ini menunjukkan ketimpangan posisi yang kuat antara bos pria dan karyawan wanita yang 

rentan dieksploitasi dan dimanfaatkan secara seksual. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama-tama, 

Staycation oleh bos atas karyawan wanita merupakan pelanggaran etika bisnis dan dapat merusak citra perusahaan. 

Bos yang menawarkan Staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak baru atau sebagai bentuk imbalan kepada 

karyawan wanita, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak profesional. Selain itu, tindakan ini dapat 
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menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara bos dan karyawan wanita, sehingga meningkatkan risiko 

pelecehan dan diskriminasi seksual. 

Kedua, Staycation oleh bos atas karyawan wanita merupakan bentuk pelecehan seksual yang mengancam 

keselamatan dan kesejahteraan karyawan.(Pardede 2019) Karyawan wanita yang merasa terpaksa menerima tawaran 

Staycation demi perpanjangan kontrak atau karir yang lebih baik dapat merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan. 

Mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan rentan dieksploitasi oleh bos atau rekan kerja 

mereka. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan psikologis pada karyawan wanita dan 

memengaruhi keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi mereka. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi ketimpangan posisi antara bos pria dan karyawan 

wanita. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang pelecehan seksual dan menghormati hak-hak 

karyawan untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan 

adanya mekanisme pengaduan yang efektif dan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan pelecehan seksual. 

Dalam jangka panjang, perusahaan juga harus berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender dan 

memperluas kesempatan karir bagi karyawan wanita untuk mendorong keberagaman dan inklusi di tempat kerja. 

Selain itu, Praktik yang terjadi ini telah menegaskan bahwa Perempuan di tempat kerja kerap menjadi sasaran 

eksploitasi dan dimanfaatkan secara seksual oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan posisi lebih tinggi, 

seperti atasan atau bos. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan kekuasaan antara pihak yang memegang posisi 

yang lebih tinggi dengan karyawan yang berada di bawahnya, yang sering kali terjadi dalam lingkungan 

kerja.(Dwiyanti 2014) 

Ketidaksetaraan dalam lingkungan kerja seringkali menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan 

seksual atau pelecehan seksual yang diawali dengan tindakan tidak pantas seperti komentar atau sentuhan yang tidak 

diinginkan. Selain itu, pihak atasan atau bos sering memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa karyawan wanita 

untuk melakukan hubungan seksual atau mengancam akan menghentikan kontrak kerja mereka jika tidak menuruti 

permintaannya. Masalah ini semakin diperparah oleh adanya stigma atau diskriminasi terhadap perempuan di tempat 

kerja, seperti persepsi bahwa perempuan tidak mampu atau kurang kompeten dalam pekerjaannya. Hal ini 

menyebabkan perempuan seringkali merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti permintaan atasan atau bos agar 

bisa mempertahankan pekerjaannya.(Nuraeni and Lilin Suryono 2021)  

 

Penyebab terjadinya fenomena staycation  

Penyebab terjadinya fenomena staycation dapat di identifikasi disebabkan karena terjadi surplus dominasi 

bagi kaum pria, Surplus dominasi adalah konsep yang merujuk pada situasi ketika pihak yang memiliki kekuasaan 

secara tidak proporsional memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada yang seharusnya.(Mariyam and Satria 

2021) Dalam konteks staycation oleh bos atas karyawan, hal ini terjadi ketika bos, yang memiliki kekuasaan atas 

karyawan, memanfaatkan posisinya untuk memaksa karyawan wanita menginap bersamanya, meskipun sebenarnya 

itu tidak diperlukan dalam konteks pekerjaan. 

Bentuk pelecehan seksual ini merupakan salah satu contoh dari surplus dominasi, di mana bos memanfaatkan 

kekuasaannya untuk mengintimidasi dan memanipulasi karyawan wanita untuk memenuhi keinginannya. Selain itu, 

pengaruh sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam kasus-kasus seperti ini. Karyawan wanita 

mungkin merasa sulit untuk menolak tawaran tersebut karena ketidakpastian ekonomi dan ketidakadilan gender yang 

masih sering terjadi di tempat kerja.(Rahmi 2019) 

Staycation yang dipaksakan oleh bos juga dapat memperkuat hierarki gender yang sudah ada di tempat kerja. 

Ini menunjukkan bahwa bos pria dianggap lebih berkuasa dan lebih berhak atas hak privasi dan tubuh wanita, yang 

dapat berdampak pada lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak menyenangkan bagi karyawan wanita. 

Selain itu, staycation ini juga dapat menghambat kemajuan karyawan wanita di tempat kerja, karena mereka 

mungkin merasa terpaksa untuk memenuhi tuntutan bos mereka. Hal ini juga dapat mempengaruhi penilaian dan 

penilaian kinerja, karena karyawan wanita mungkin merasa terintimidasi dan tidak nyaman ketika bekerja dengan 

bos yang melakukan pelecehan seksual. 

Makna surplus dominasi kaum pria merujuk juga pada keadaan di mana laki-laki memiliki kelebihan atau 

keuntungan atas perempuan dalam hal sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks lingkungan kerja, surplus 

dominasi kaum pria terlihat ketika pria memiliki kelebihan dalam mengendalikan keputusan, sumber daya, dan 

pemberian insentif, yang kemudian memungkinkan mereka untuk memanfaatkan posisi kekuasaan mereka untuk 

mendapatkan keuntungan lebih dalam hal ini, keuntungan seksual. Surplus dominasi ini dapat menjadi salah satu 

penyebab terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja, karena laki-laki dapat menggunakan posisi kekuasaan mereka 

untuk memaksa atau menekan karyawan perempuan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Hal 

ini terkait dengan ide patriarki yang menganggap laki-laki sebagai superior dan memiliki hak untuk menguasai tubuh 

dan seksualitas perempuan.(Safitri et al. 2021) 

Surplus dominasi kaum pria terhadap karyawan wanita juga dapat terlihat dalam hal pengambilan keputusan 

dan distribusi sumber daya. Misalnya, pria lebih cenderung memegang posisi kepemimpinan dan menjadi pengambil 
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keputusan di lingkungan kerja, sehingga mereka dapat mempengaruhi penempatan dan promosi karyawan wanita. Di 

samping itu, gaji dan insentif yang diberikan pada karyawan perempuan seringkali lebih rendah dibandingkan dengan 

karyawan laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama. Dalam konteks surplus dominasi kaum pria di 

tempat kerja, perempuan dianggap sebagai objek atau alat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan laki-laki yang 

memiliki posisi lebih tinggi. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi gender yang memperkuat ketidakadilan dan 

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan kerja.(Kasim 2022) 

Dalam rangka mengatasi surplus dominasi dan pelecehan seksual di tempat kerja, diperlukan 

langkah-langkah seperti pelatihan tentang kesetaraan gender dan tindakan tegas terhadap pelecehan seksual. Selain 

itu, perusahaan dan organisasi harus menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif dan aman bagi semua karyawan, 

termasuk karyawan wanita. 

 

Fenomena Staycation Sulit Diungkap 

a. Keenganan Melaporkan 

Staycation yang dilakukan oleh bos atas karyawan wanita merupakan bentuk pelecehan seksual yang sangat 

merugikan korban. Namun, ada banyak faktor yang membuat korban enggan untuk melaporkan tindakan pelecehan 

yang mereka alami. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi korban untuk tidak melaporkan Staycation oleh bos 

atas karyawan wanita antara lain: 

1)  Rasa Takut dan Tidak Aman 

Korban seringkali merasa takut dan tidak aman jika harus melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami 

kepada atasan atau pihak yang berwenang. Mereka khawatir akan mengalami perlakuan yang lebih buruk dari bos 

atau pelaku pelecehan, terutama jika bos tersebut memiliki kekuasaan yang besar di tempat kerja. Korban juga takut 

akan kehilangan pekerjaan mereka atau dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak mampu menangani masalah 

dengan baik. Rasa takut dan tidak aman juga adalah faktor utama yang menyebabkan banyak korban pelecehan 

seksual yang enggan melaporkan kejadian tersebut.(Sudjud and Mohamad Ali Akbar 2022) Korban mungkin merasa 

takut bahwa pelaku akan mengancam atau membalas dendam jika mereka melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, 

mereka juga mungkin merasa tidak aman karena khawatir akan dikucilkan atau kehilangan pekerjaan mereka jika 

melaporkan pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja. Rasa takut dan tidak aman ini diperparah oleh kurangnya 

kepercayaan korban pada sistem perlindungan negara terhadap warga negara. Banyak korban pelecehan seksual 

merasa bahwa sistem hukum dan keamanan tidak dapat melindungi mereka dengan baik, dan bahwa pelaku 

pelecehan mungkin tidak dihukum secara adil atau bahkan tidak dihukum sama sekali. 

2) Kebingungan dan Rasa Malu 

Korban juga seringkali merasa bingung dan malu ketika menghadapi situasi pelecehan seksual, terutama jika 

pelaku adalah bos mereka. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi tersebut, atau merasa 

bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi diri mereka sendiri. Rasa malu juga membuat korban 

merasa bahwa mereka sendiri yang bersalah atas tindakan pelecehan yang terjadi, bahkan jika sebenarnya mereka 

tidak melakukan kesalahan apa-apa. Selain itu, Faktor malu dapat menjadi salah satu alasan mengapa korban 

pelecehan seksual enggan melaporkan kejadian tersebut. Korban mungkin merasa malu karena merasa bahwa 

mereka terlibat dalam situasi yang salah atau karena takut dihakimi oleh orang lain. Malu juga dapat terkait dengan 

perasaan rendah diri atau merasa bersalah, bahkan jika mereka bukan pelaku pelecehan seksual. Dalam beberapa 

budaya, stigma dan rasa malu yang terkait dengan kekerasan seksual dapat menyebabkan korban enggan untuk 

melaporkan kejadian tersebut. Mereka khawatir akan dijauhi oleh keluarga, teman, dan masyarakat jika mereka 

mengungkapkan pengalaman mereka. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mereka juga merasa malu karena merasa 

bahwa mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, meskipun mereka sebenarnya adalah korban.(Oktaviani 

and Azeharie 2020) 

3) Stigma dan Diskriminasi 

Korban seringkali mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat atau bahkan rekan kerja mereka 

sendiri jika mereka melaporkan tindakan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka dapat dianggap sebagai orang yang 

mengganggu ketertiban atau bahkan dianggap sebagai orang yang memancing tindakan pelecehan tersebut. Selain 

itu, korban juga dapat mengalami diskriminasi di tempat kerja atau kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan baru jika 

mereka dianggap sebagai korban pelecehan seksual. 

4) Tidak Percaya pada Sistem Hukum 

Korban juga seringkali tidak percaya pada sistem hukum yang ada di negara mereka. Mereka merasa bahwa 

pelaku pelecehan seksual seringkali tidak dihukum dengan tegas atau dianggap tidak bersalah oleh pengadilan. Hal 

ini membuat korban merasa bahwa melaporkan tindakan pelecehan tersebut akan sia-sia dan tidak akan membawa 

keadilan bagi diri mereka sendiri, seperti yang dialami oleh Baiq Nuril, sebagaimana diketahui, Kasus Baiq Nuril 

adalah salah satu kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Baiq Nuril adalah seorang guru honorer di 

SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun 2012 merekam percakapan telepon dari Kepala 

Sekolah tempatnya bekerja yang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Rekaman tersebut kemudian 
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tersebar dan menjadi viral di wilayah Lombok. Baiq Nuril kemudian dilaporkan oleh Kepala Sekolah tersebut atas 

tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq 

Nuril bersalah dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Namun, pada tahun 2019, 

Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menghapus hukuman penjara Baiq Nuril, tetapi tetap 

menetapkan denda sebesar 500 juta rupiah.(Permana 2021) 

Kasus ini menimbulkan kontroversi dan mendapatkan perhatian publik yang luas, terutama dari kalangan 

aktivis perempuan yang menuntut adanya perlindungan bagi korban pelecehan seksual dan perempuan yang bekerja 

di tempat yang rawan terjadinya pelecehan seksual. Banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual 

menjadi enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut mendapat stigma dan diskriminasi, seperti dijauhi oleh 

masyarakat atau dianggap telah mencoreng citra baik keluarga atau perusahaan tempat bekerja. Kasus Baiq Nuril 

menunjukkan pentingnya perlindungan bagi korban pelecehan seksual dan penegakan hukum yang adil untuk 

melindungi hak-hak korban serta mendorong perubahan sikap dan budaya dalam masyarakat terhadap isu pelecehan 

seksual.(Prihandini 2021) 

 

5) Tidak Ada Dukungan dan Bantuan 

Korban seringkali tidak mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang-orang terdekat mereka, termasuk 

keluarga, teman, atau bahkan rekan kerja. Hal ini membuat korban merasa bahwa mereka harus menghadapi masalah 

tersebut sendirian dan tidak ada yang dapat membantu mereka. Dukungan dan bantuan yang diberikan pada korban 

sangat penting untuk memotivasi mereka untuk melaporkan tindakan pelecehan yang terjadi dan mendapatkan 

keadilan. 

 

b. Distrust Perlindungan Negara Atas Warga Negara 

Staycation yang dilakukan oleh bos atas karyawan wanita dengan dalih perpanjangan kontrak atau promosi 

jabatan merupakan tindakan pelecehan seksual yang sangat merugikan karyawan wanita. Namun, meskipun tindakan 

ini melanggar hukum dan peraturan perusahaan, banyak korban yang enggan untuk melaporkannya. Salah satu faktor 

utama yang menyebabkan korban Staycation enggan melaporkan adalah ketidakpercayaan mereka terhadap sistem 

perlindungan negara atas warga negara, terutama dalam hal penanganan kasus-kasus pelecehan seksual. 

Ketidakpercayaan korban terhadap sistem perlindungan negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 

banyaknya kasus pelecehan seksual yang tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, sehingga 

korban merasa bahwa laporan mereka tidak akan dianggap serius atau tidak akan membuahkan hasil yang 

diharapkan. Hal ini membuat korban merasa tidak percaya pada proses hukum dan sistem peradilan yang ada. 

Kedua, adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban pelecehan seksual, terutama jika korban adalah 

wanita. Masyarakat seringkali menyalahkan korban dan merendahkan martabat mereka, sehingga korban merasa 

malu dan takut dituduh sebagai pelaku. Hal ini dapat menyebabkan korban tidak berani melaporkan tindakan 

pelecehan seksual yang mereka alami. Selain itu, korban Staycation juga seringkali merasa takut kehilangan 

pekerjaan atau mengalami diskriminasi dalam karir mereka jika melaporkan tindakan pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh bos. Kekhawatiran ini muncul karena banyak perusahaan yang tidak menangani kasus pelecehan 

seksual secara profesional dan adil, sehingga korban merasa lebih baik tidak melaporkan tindakan pelecehan yang 

mereka alami. 

Akibat dari ketidakpercayaan korban terhadap sistem perlindungan negara, banyak kasus pelecehan seksual 

yang tidak terlaporkan dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Hal ini tidak hanya merugikan korban, tetapi 

juga membahayakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata 

dari pemerintah dan institusi terkait untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perlindungan negara 

dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pelecehan seksual, termasuk korban Staycation oleh bos 

atas karyawan wanita. 

 

PENUTUP 
  
Simpulan 

Staycation yang dilakukan oleh bos atas karyawan wanita merupakan bentuk pelecehan dan surplus dominasi 

yang memperburuk ketimpangan posisi antara kaum bos pria dan buruh wanita. Korban Staycation kerap enggan 

melaporkan kejadian tersebut karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan negara yang masih belum 

mampu memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi warganya. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari 

pemerintah, perusahaan, dan seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan 

berkeadilan gender sehingga pelecehan dan diskriminasi terhadap buruh wanita dapat dihilangkan. Dalam konteks 

ini, penerapan aturan hukum yang tegas dan efektif serta peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai hak-hak 

buruh wanita juga menjadi kunci penting untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sebagai masyarakat yang 
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peduli, mari bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh 

karyawan tanpa terkecuali. 

 

Saran 
Bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan perusahaan untuk menjamin keamanan dan 

perlindungan hak-hak karyawan, terutama perempuan. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang 

hak-hak pekerja dan perlindungan diri dari pelecehan seksual di tempat kerja juga perlu dilakukan. Perusahaan harus 

memperhatikan hal ini dan membuat kebijakan yang melindungi karyawan, termasuk memberikan kanal untuk 

melaporkan pelecehan secara anonim. Karyawan juga harus diedukasi tentang hak-hak mereka dan perlunya 

melaporkan segala bentuk pelecehan yang dialami. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan dapat mencegah 

terjadinya pelecehan seksual pada karyawan, mengurangi surplus dominasi bagi kaum pria, serta meningkatkan 

kepercayaan dan keamanan dalam sistem perlindungan negara. 
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